
 1 

 
 

WALI KOTA BANJAR 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR 
NOMOR 7 TAHUN 2016 

 
TENTANG 

 

 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2016 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 
WALI KOTA BANJAR, 

 

Menimbang : a. bahwa terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan 

asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan 
pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar 

jenis belanja, dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun 
anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan 

dalam tahun anggaran berjalan; 
b. bahwa adanya kebijakan Pemerintah Pusat mengenai 

pemotongan/pengurangan DAK Fisik, penghentian penyaluran 
Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru 
PNSD, dan alokasi Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) Tahun Anggaran 2016;  

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah 
beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 

16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi 
Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4999); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan    Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, 

Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4244); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

11. Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerinth 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601; 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan 

Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 
2014 tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 108); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
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Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4712); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah  

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan 

(Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 
24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4693); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4738); 



 4 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2012 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 
2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta kedudukan Keuangan 
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), 

sebagaimana telah diubah  dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta kedudukan Keuangan 
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4209); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungut Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5219); 
32. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 
33. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2012 tentang Dana 

Darurat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5299); 

34. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

35. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

123 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5539), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan 
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, tambahan 
Lembaran Negara Indonesia Nomor 5717); 

36. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah, sebagaiman telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 
2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden 

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5655); 
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah 
di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemeberian Hibah dan Bantuan sosial yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); 

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintahan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Tata Cara Penghitungan Penganggaran Dalam APBD 

dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 

Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
1744); 

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 903) sebagaimana telah di ubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
52 tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ( Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1893); 
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43. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar 
Tahun 2006 Nomor 17); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR 
Dan 

WALI KOTA BANJAR 
 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.  
 

  Pasal 1 

   
  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 

semula berjumlah Rp829,551,020,087.99 bertambah sejumlah    

Rp101.519.860.692,65 sehingga menjadi Rp931.070.880.780,64 
dengan rincian sebagai berikut: 

  1. Pendapatan   
   a. Semula Rp 725.587.185.623,64 

   b. Bertambah/(berkurang) Rp 83.427.780.892,40 

   Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 804.799.933.492,64 
  2. Belanja   

   a. Semula Rp 829.551.020.087,99 

   b. Bertambah/(berkurang) Rp 105.734.893.716,05 

   Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp 931.070.880.780,64  
       

   Surflus/(Defisit) setelah Perubahan Rp (126.270.947.288,00) 
       

  3. Pembiayaan Daerah   
   a. Penerimaan Pembiayaan Daerah   

    1) Semula  Rp 103.963.834.464,35 

    2) Bertambah/(berkurang) Rp 22.307.112.823,65 

    Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah 
setelah Perubahan 

 
Rp 

 
126.270.947.288,00 

   b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah   
    1) Semula  Rp 0,00 

    2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00 
    Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah 

setelah Perubahan 

 

Rp 

 

0,00 
      

   Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan  Rp 126.270.947.288,00 

      
   Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah 

Perubahan  

 

Rp 

 

0,00 
   

  Pasal 2 

   
  (1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Terdiri dari : 
   a. Pendapatan Asli Daerah    

    1) Semula  Rp 119.729.205.501,04 
    2) Bertambah/(berkurang) Rp 1.972.690.005,00   

    Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah 

Perubahan 

 

Rp 

 

121.701.895.506,04   

   b. Dana Perimbangan    
    1) Semula  Rp 565.237.887.090,00 

    2) Bertambah/(berkurang) Rp (11.039.607.340,00) 

    Jumlah Dana Perimbangan setelah 
Perubahan 

 
Rp 

 
554.198.279.750,00 
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   c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah    

    1) Semula  Rp 40.620.093.032,60 

    2) Bertambah/(berkurang) Rp 92.494.698.227,40   

    Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang 
sah setelah Perubahan 

 
Rp 

 
133.114.791.260,00   

  (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
terdiri dari jenis Pendapatan : 

   a. Pendapatan Pajak Daerah    
    1) Semula  Rp 7.709.860.151,00 

    2) Bertambah/(berkurang) Rp 473.053.202,00 

    Jumlah Pendapatan Pajak Daerah setelah 

Perubahan 

 

Rp 

 

8.182.913.353,00 
   b. Hasil Retribusi Daerah    

    1) Semula  Rp 5.810.932.100,00 
    2) Bertambah/(berkurang) Rp (655.391.000,00)  

    Jumlah Hasil Retribusi Daerah setelah 

Perubahan 

 

Rp 

 

5.155.541.100,00   

   c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 
dipisahkan  

  

    1) Semula  Rp 2.935.600.000,00 
    2) Bertambah/(berkurang) Rp 541.200.000,00 

    Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 

yang dipisahkan setelah Perubahan 

 

Rp 

 

3.476.800.000,00 
   d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah    

    1) Semula  Rp 103.272.813.250,04 

    2) Bertambah/(berkurang) Rp 1.613.827.803,00   

    Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 
yang sah setelah Perubahan 

 
Rp 

 
104.886.641.053,04   

  (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 
dari jenis pendapatan : 

   a. Dana Bagi hasil Pajak/Bagi hasil Bukan 
Pajak  

  

    1) Semula  Rp 52.909.614.000,00 
    2) Bertambah/(berkurang) Rp 3.920.157.000,00 

    Jumlah Dana Bagi hasil Pajak/Bagi hasil 
Bukan Pajak setelah Perubahan 

 
Rp 

 
56.829.771.000,00 

   b. Dana Alokasi Umum     
    1) Semula  Rp 371.446.687.000,00 

    2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00 

    Jumlah Dana Alokasi Umum setelah 
Perubahan 

 
Rp 

 
371.446.687.000,00 

   c. Dana Alokasi Khusus    

    1) Semula  Rp 140.881.586.090,00 
    2) Bertambah/(berkurang) Rp (14.959.764.340,00) 

    Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah 

Perubahan 

 

Rp 

 

125.921.821.750,00 

  (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 

   a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan 
Pemerintah Daerah Lainnya  

  

    1) Semula  Rp 22.979.029.032,60 
    2) Bertambah/(berkurang) Rp 5.146.983.219,40   

    Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 
dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah 

Perubahan 

 
 

Rp 

 
 

28.126.012.324,00   
   b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus   

    1) Semula  Rp 17.641.064.000,00 
    2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00 

    Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi 

Khusus setelah Perubahan 

 

Rp 

 

17.641.064.000,00 

   c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau 
Pemerintah Daerah Lainnya  
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    1) Semula  Rp 0,00 

    2) Bertambah/(berkurang) Rp 87.347.714.936,00 

    Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi 

atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah 
Perubahan 

 

 
Rp 

 

 
87.347.714.936,00 

       

    Pasal 3  
       

  (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

   a. Belanja Tidak Langsung    
    1) Semula  Rp 409.013.346.895,65 

    2) Bertambah/(berkurang) Rp (6.927.986.549,45)  

    Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah 
Perubahan 

 
Rp 

 
402.085.360.346,20   

   b. Belanja Langsung    
    1) Semula  Rp 420.537.673.192,34 

    2) Bertambah/(berkurang) Rp 112.662.880.265,50     

    Jumlah Belanja Langsung setelah 

Perubahan 

 

Rp 

 

533.200.553.457,84   
  (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

terdiri dari jenis belanja : 
   a. Belanja Pegawai    

    1) Semula  Rp 335.921.655.219,55 
    2) Bertambah/(berkurang) Rp (10.194.343.299,45)  

    Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 325.727.311.920,10   
   b. Belanja Hibah    

    1) Semula  Rp 8.013.900.000,00 
    2) Bertambah/(berkurang) Rp 150.000.000,00  

    Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp 8.163.900.000,00   

   c. Belanja Bantuan Sosial    
    1) Semula  Rp 7.050.000.000,00 

    2) Bertambah/(berkurang) Rp 3.116.356.750,00   

    Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah 

Perubahan 

 

Rp 

 

10.166.356.750,00   
   d. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa   

    1) Semula  Rp 1.352.047.725,08 
    2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00   

    Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada 

Pemerintah Desa setelah Perubahan 

 

Rp 

 

1.352.047.725,08   
   e. Belanja Bantuan Keuangan kepada 

Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan 

Desa dan Partai Politik  

  

    1) Semula  Rp 55.675.743.951,02 

    2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00 

    Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada 
Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan 

Desa dan Partai Politik setelah Perubahan 

 
 

Rp 

 
 

55.675.743.951,02 
   f. Belanja Tidak Terduga    

    1) Semula  Rp 1.000.000.000,00 

    2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00 

    Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah 

Perubahan 

 

Rp 

 

1.000.000.000,00 
 

  (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 
dari jenis belanja : 

   a. Belanja Pegawai    

    1) Semula  Rp 25.571.463.000,00 

    2) Bertambah/(berkurang) Rp 3.395.855.000,00 

    Jumlah Pegawai setelah Perubahan Rp 28.967.318.000,00 

   b. Belanja Barang dan Jasa    

    1) Semula  Rp 186.088.598.275,44 

    2) Bertambah/(berkurang) Rp 9.640.301.627,60 
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    Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah 

Perubahan 

 

Rp 

 

195.728.899.903,04 

   c. Belanja Modal    

    1) Semula  Rp 208.877.611.916,90 

    2) Bertambah/(berkurang) Rp 99.626.723.637,90 

    Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp 308.504.335.554,80 

       

  Pasal 4 
       

  (1) Pembiayaan Daerah sebagimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari : 

   a. Penerimaan Pembiayaan Daerah    

    1) Semula  Rp 103.963.834.464,35 

    2) Bertambah/(berkurang) Rp 22.307.112.823,65 

    Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah 
setelah Perubahan 

 
Rp 

 
126.270.947.288,00 

   b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah    

    1) Semula  Rp 0,00 

    2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00 

    Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah 

setelah Perubahan 

 

Rp 

 

0,00 

  (2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a terdiri jenis pembiayaan : 

   a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 

Anggaran Sebelumnya  

  

 

    1) Semula  Rp 103.963.834.464,35 

    2) Bertambah/(berkurang) Rp 22.307.112.823,65 

    Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

Tahun Anggaran Sebelumnya setelah 
Perubahan 

 

 
Rp 

 

 
126.270.947.288,00 

  (3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : 

   a. Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah 
Daerah  

  

    1) Semula  Rp 0,00 

    2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00 

    Jumlah Penyertaan Modal/Investasi 
Pemerintah Daerah setelah Perubahan 

 
Rp 

 
0,00 

       

  Pasal 5 

   
  (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan 

pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran 
tersebut disampaikan dalam Laporan Pertanggungjawaban 
Pemerintah Daerah. 

  (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut : 

a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah 
daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; 

b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang; 
c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan  
d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam 

rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. 
  (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan 
belanja tidak terduga. 

  (4). Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat 
dilakukan dengan cara : 
a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian 

target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun 
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anggaran berjalan; dan/atau 

b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih 
realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan 

pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

  (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk 
belanja untuk keperluan mendesak. 

  (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) mencakup : 
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang 

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 
dan  

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan 
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah 

Daerah dan masyarakat. 
  (7) Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan 

kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu 
dalam DPA - SKPD. 

  (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam 

RKA - SKPD. 
   
  Pasal 6 

   
  Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam 
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini,  terdiri dari : 
  1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah; 

  2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan 

Pemerintah Daerah dan Organisasi; 

  3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, 
Belanja dan Pembiayaan; 

  4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan 
Pemerintahan  Daerah, Program dan Kegiatan; 

  5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk 

keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan 
Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan 

Keuangan Negara; 

  6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan 

Per Jabatan; 

  7. Lampiran VII : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya 

yang Belum diselesaikan dan dianggarkan kembali 

dalam tahun anggaran ini; 

  8. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah. 

       
       
  Pasal 7 

   
  Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, 

sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah. 
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  Pasal 8 

   
  Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kota Banjar. 

 

 

Ditetapkan di Banjar  

pada tanggal 12 Oktober 2016  
 

WALI KOTA BANJAR,  
 

 
          Ttd 

  
ADE UU SUKAESIH 
 

 
 

  
Diundangkan di Banjar  

pada tanggal 12 Oktober 2016 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR, 

  
 

                          Ttd 
 

      FENNY FAHRUDIN  
 

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2016 NOMOR 7 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR,  
PROVINSI JAWA BARAT ( 7/219/2016) 
 


